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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :a. bahwa pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penegasan
pada beberapa pasal terkait pertanggungjawaban penerima
hibah dan bantuan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4967);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah



Menetapkan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 09), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah
provinsi /kabupaten dan kota.

b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko
kartu tanda penduduk elektronik.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5)

(6)

(7)

Hibah kepada Badan dan Lembaga yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
d diberikan kepada:

a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
atau

c. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela
bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah
pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada partai politik diberikan kepada partai politik

yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Penerima hibah wayjib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah kepada SKPD dimana
hibah tersebut dianggarkan.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal Pasal 24 disisipkan 2 (dua)
ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan hibah yang diterimanya, sedangkan SKPD
bertangungjawab atas sasaran dan capaian kegiatan dan sub
kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam rangka menunjang
program pemerintah.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai
NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah
berupa uang dalam setiap tahapan pencairan atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah
berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah
melalui SKPD Pemberi hibah paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, dan secara berkala
menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya
ketika mengajukan proses tahapan pembayaran kepada SKPD
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.



5.

(3a) Penerima hibah berupa uang wajib menyetorkan sisa hibah
berupa uang paling lambat tanggal 30 Desember tahun
berkenaan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo
dan menyampaikan salinan bukti penyetoran kepada SKPD
dimana hibah tersebut dianggarkan untuk kemudian
diteruskan ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

(3b) Penerima hibah berupa uang pada kegiatan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu KPU Provinsi Gorontalo,
Bawaslu Provinsi Gorontalo, TNI dan POLRI untuk kegiatan
pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
penyetoran sisa hibah berupa uang paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah

selaku obyek pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 41

Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang wajib
menyampaikan Laporan  Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Sosial kepada SKPD dimana bantuan sosial tersebut
dianggarkan.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal Pasal 42 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Penerima bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal
dan material atas penggunaan bantuan sosial yang
diterimanya, sedangkan SKPD bertangungjawab atas
sasaran dan capaian kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai
dari bantuan sosial dalam rangka menunjang program

pemerintah.



(2)

(3)

(3a)

(4)

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial ;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan
sesuai ketentuan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima
barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepada Kepala
Daerah melalui SKPD Pemberi bantuan Sosial paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan
secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban
sebelumnya ketika mengajukan proses tahapan pembayaran
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.

Penerima bantuan sosial berupa uang wajib menyetorkan

sisa bantuan sosial berupa uang paling lambat tanggal 30

Desember tahun berkenaan ke Rekening Kas Umum Daerah

Provinsi Gorontalo dan menyampaikan salinan bukti

penyetoran kepada SKPD dimana bantuan sosial tersebut

dianggarkan untuk kemudian diteruskan ke Badan

Keuangan Provinsi Gorontalo.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan

sosial selaku obyek pemeriksaan.

Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Dalam hal penerima hibah/bansos melaksanakan perjalanan

dinas menggunakan dana hibah/bansos, maka pelaksanaan dan

pertanggungjawaban perjalanan dinas mengacu pada ketentuan

mengenai mekanisme dan standar biaya perjalanan dinas.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Oktober 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd
SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

ntehgo, S.H., VI.H.

‘E:ME;,.
-\-"‘-" Utama Muda (V1/c)

NIP. 19700115 199803 1 011
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